“Justice consists not in being neutral between right and wrong,
but in finding out the right and upholding it wherever found against the wrong.”

Z Theodore Roosevelt
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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, se-bagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002, bahwa:
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Kutipan Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/
atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

pesat akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi (Iptek) perlu diimbangi dengan kebijakan
(policy) di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan
melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Mun-
culnya berbagai kejahatan dengan dimensi baru (new dimension
of crimes) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan
masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekno-
logi (Iptek) serta berbagai pembangunan dewasa ini perlu pula
ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahat-
an yang lebih efektif.

Berangkat dari semakin kompleksnya permasalahan yang
dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam
menanggulangi kejahatan modern dewasa ini, perlu diimbangi
dengan suatu pengetahuan yang memadai. Hal ini sekaligus
memberikan ispirasi bagi penulis untuk menulis buku ini karena
penulis menyadari bahwa pustaka yang membahas mengenai
kebijakan kriminal di Indonesia masih sangat langka. Perlunya
pemahaman yang utuh terhadap kebijakan kriminal sangatlah
penting karena kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan
atau usaha rasional dari masyarakat serta menempati posisi
strategis dalam menanggulangi kejahatan.

Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu



KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)

Buku ini memberikan informasi dan penjelasan yang men-
dalam mengenai:

* Pengertian kebijakan (policy).

= Politik hukum (rechtspolitiek) dan penerapannya.

= Pengertian kebijakan kriminal (criminal policy).

* Hubungan antara kebijakan kriminal (criminal policy) dan
kebijakan sosial (social policy).

= Kebijakan kriminal sebagai social engineering.

= Pengertian kebijakan hukum pidana (penal policy).

* Ruang lingkup dan tahapan kebijakan hukum pidana yang
meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

* Hubungan antara kebijakan hukum pidana (penal policy)
dan pembaruan hukum pidana (penal reform) serta kebi-
jakan penegakan hukum pidana (law enforcement policy).

» Pendekatan-pendekatan dalam menggunakan hukum pida-
na dalam proses penanggulangan kejahatan di Indonesia
yang meliputi pendekatan integral antara kebijakan penal
dan kebijakan nonpenal, pendekatan kebijakan (policy ori-
ented approach), pendekatan nilai (value oriented approach),
dan pendekatan politik hukumn.

Dalam buku ini juga, diuraikan mengenai kebijakan penang-
gulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar
hukum pidana (nonpenal policy) yang menempati posisi strate-
gis dalam penanggulangan kejahatan karena upaya penanggu-
langan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar
hukum pidana (rnonpenal policy) lebih bersifat preventif yakni
berorientasi pada upaya memperbaiki kondisi-kondisi sosial
tertentu sebagai faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh su-
burnya kejahatan. Buku ini akan membantu Anda menjawab
apa dan mengapa proses penanggulangan kejahatan di Indone-
sia khususnya proses penegakan hukum dalam tataran aplikatif
sulit dilaksanakan.

Dengan hadirnya buku ini, kiranya dapat meningkatkan pe-
ngetahuan para mahasiswa Fakultas Hukum baik di tingkatan

vi



¢ KATA PENGANTAR

Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3.

Terakhir, buku ini merupakan karya tulis yang masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, dan
masukan masih sangat dibutuhkan demi kesempurnaan buku
yang sederhana ini.

Bandung, September 2016

Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H.
Kristian, S.H., M.Hum.
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